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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TARUN 1990
TENTARG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1883 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGER! SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbeng : a. bshwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antsra seorsng pris

Mengingat

o

c.

dengan ssorang wanita sebagai suemi istrl dengen tuiuen meme
bantuk keluerga yang behsgiz dan kekal berdagerkan Ketuhanan
Yang Mana Zsa, maka beristri ieXih darl secrang dsn pescersian
seizun mungkin harus dihindarksan;

beiws Pegewal Negeri Sipil adelah usmsur sperasur negara, abdi
negarg dan abdl masyarakat vang harus menjadi telacean vang be-
ix bsgl masyarakat dalam tingkeh leku, tindskan dan ketaatan
kepads persturan perundang-undangan yang berlakn, termesuk
meriyelenggarskan kehidupon berkeluargs; ‘

untuk dspat melsksanaken kewejiban yang demikian itu, maka
kehidupan Pegawal Negerl Sipll herus ditunjeng oleh kehidupan
yang ‘serssi, sejahtera, dan bahagls, sehingge setiap Pegewsl
Negeri Sipil delam melaksanakan tugssny#® tidak akan banyek
terganggy oleh masalah-masalah dalem keluargenya;

bahwa dslan rangka usahs uniuk lebih meningkatkan dan mane-
gekken cisiplin Pegawal Negeri Sipil serta memberikan kepestien
hukum dan resa kesdilan dipandang perlu mengubeh beberaps

' Xetentuan dalam Peratursn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

tentang lzin Perkawinan dan Perceraien bagi Pegrwel Negeri

" sipi); .

i1
HED

2.

‘Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan (Lem=
baran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor-3018) ; '

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok Kepe-
gawaian (Lembaran Negare Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negsra Nomer 3041); ’

4, Persturan ...
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4, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 tentang Pelaksanaen
Undang-undang FNomor 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan (Lem-
baran Negara Tahun 1875 Nomor 12, Tambshan Lembaran Negara |
Nomor 3050);

5. Peraturen Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Weweneng
Pengengkatan,  Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
8ipil (Lembaran Negara Tshun 1975 Nomor 26, Tambaksn Lembar-
gn Negars Nomor 2058);

6. Pergiuran Pemerintah Neomor 30 Tahun 1850 tentang Persturan
Disiplin Pegawal Negerl Sipil (Lembaran Negera Tzhun 1880
Nemer 50, Tembahan Lembaran Negera Nomor 3178);

7. Peraturan Pemerintsh Nomor 10 Tahun 1583 tentang Izin Perka-
winsn dan Perceraisn begl Peguwal Negeri Sipil (Lembaran Nege-
ra Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER-
UBAEAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG 1ZIN PERKAWINAN DAN PERCERAJAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

Pasal |

Mengubsah bebebaga ketentuen dalam Pevaturan Pemerintah Nomor 10
' Tahun 1083 tentang lzin Perkawinan dan Perceralan bagi Pegawel
 Negeri Sipil yaitn :

1. Mengubah Xketentuan PFassl 3 sehingga seluruhnys berbunyl
sebagal berikut :
"Pasal 3

(1) Pegawnl Negeri Sipil yang akan melskukan perceralan wajid
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari
Peajabat;

(2) Bagl Pegawal Negeri Sipll yang berkedudukan sebagal peng-
gugst ateu bagl Pegawal Negeri Sipil yang berkedudukan

s;zbagti vee
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sebagai terpugat untuk memperoleh izin atau surst kete~
rangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus meng-
gjukan permintaan secara tertulls;

Dalam surat pefmintaen izin atau pemberitahusn adanya
gugatan perceraian uniuk mendapatkan surat keterangan,
herus dicentumkan zlasan yang lengikep yang mendssarinya.t

2. Mengubah ketentusn Pasal 4§ sehingges seluruhnyas berbunyi

sgebagel berinu

(1

(33

(4}

"Pasal 4

Pegewal Yegeri Sipil prla yang aksn Seristri lebin dexd
seoreng, welib memperoleh izin lebih dehuiv dari Pejebar.

Pegawal Negeri Sipil wanite tidek diizinkan untuk menjedi
istri kedusa/Ketigd/keempat, o

Permintsan izin sebagaimana dimeksud dsalam ayet (1) dleju-
kan secara tertulis,

Dglam surst permintean izin gebagaimena dimaksud dalam evat
(3), harus dicantumkan selasen yang lengkap yang mendasars
permintaen lzin untuk beristr{ lebfh dari seorang”.

3. Mengubah ketentusn ayat (2) Pasal § uihingga berbunyi sebagsi
bertkut:

®{2) Setiap atasan yang mcncrimé permintaan izin deri Pegawal

Negerl Sipil dalam lingkungannya, balk untuk melakukan .

percerzian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepads FPejs~
bat melelvl saluren hierarki dalam Jjangka waxtu selambet~
lambatnys tiga bulan terhitung mulal tanggsl ia mererima
permintaan izin dimaksud".

4. Mengubeh ketentuan Pesal 8 sebagai berikut :

a,

Di antsra ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat
yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagal berikut:

*(4) Pembaglan ga)l kepada bekas Istrl tidak diberikan spabile
alasan perceraian disebabken ksrens istri berzinah,

dm LR
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dar. stau istrl melakukan kekejsman ataw penganiayaén
berat baik lahir maupun batin terhadap suami, den atau
istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang suksr
disembuhkan, dan atau istri telah meninggslkan suami
selama dua tahun berturui-turut tanpa izin suami dan
tenpa alzsan yang sah etew karens hal lain &i luer ke~
mempuannya”. '

b, Ketentugn ayat (4) lema selanjutnya d&ijedikan keteniuan syat

{5) baru.

e, Mengubeh ketentusn ayat «(5) lams dan seinnjutnya dijadikan
gvat (&) baru szhingge berbunyl sebegal berikut :

v{8) Ketentuan sebagsimana dimaksud dalam ayat (§) rtidek
berlsku, apabile istri meminta cerel karens dimedu, dan
atau suemi berzinah, dan stau suami melakukan kekejam-
gn atau penganiayasn berst baik lahir meupun batin ter-
hadap istri, dan stau susmi menjadi pemabuk, pemadat,
dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami
telgh meninggelkan istri selama dua tahun berturut-turut
tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah aten karena
hal lain di luar kemampusnnya”.

d. Ketentuan ayat (8) lame scnnju&nyl dijadikan ket_antuan ayat
{7) baru. ' )

5. Mengubeh ketentusn ayat (1) Pasal § sehingga berbunyi uebégﬂ
berikut:

"(1) Pejabai yang menerima permintaan izin umtuk berlstri lebin
darl seorang sebagsimana dimeksud dalam Passl ¢ ayat (1)
wajib }hemperhattkm duhgnn seksama alasan-alssan yang
dikemukakan dalam surst permintasn izin dan pertimbangan
deri atasen Pegawal Negex"i Sipll yang bersangkutan.”

§. Ketentuan Pasal 11 dihapuskan selurunnyi.

7. Ketentuan Pasal 12 lama difadikan ketentuan Pasal 11 baru,
dengsn mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagsl
berikut :

"(3) P!m?m .




8,

10.

11,
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7(3} Pimpinen Bank Milix Negara dan pimpinan Badan Usahs Milik
Negara, wajib meminta izin lebih dehulu dari Presiden."

Mengubsh ketentuan Pasal 13 lama dan selanjuinys cdijadikan
ketentuan Pesal 12 baru, sehingga berbunyl sebagal berikut:.

"Pesal 12

Pemberian atsu penclakan pemberien fzin untuk melakukan per-
cergizn sebagaimana dimeksud dalam Passl 3 dan untuk Deristrd
lebin dari seorsng sebegeimans dimaksud dalam Pasal ¢ avat
(1), dilakukan oleh Pefsbsat secars tertulis delam jangka wakiu
selegmbat-lambetnya tige bdulen terhitungy muled {4 menerima per-
mintaen {zin tersebut.”

Ketentuan Passl 14 lsma selanjutnya dijediken ketentuan Pasal 13
baru. '

Mengubeh Xetentuan Pasal 1% lams ~dan  selanjuinyas dijadikan
ketentuan Pasal i{ baru, sehingge berbunyi sebagal berikut:

"Pasal 14

"Pegawal Negeri Eipil dllarang hidup bersama dengan wanits yang
buken istrinva aten dengan pria yang bukan suaminya sebagel .
suami istri tanpa fkatan perkawinen yang seh.”

Mengubah ketentuan Pasal 1§ lama dan selanjutnya dijadikan
ketentuan Pesel 15 beru, sehinggs berbunyi sebagsi berikut :

TPasal 18

(1) Pegawal.Negeri.Sipil yang melanggsr salah setu atau lebih
kewasjiban/ketentuan Pasal 2 zyst (1), ayst (2), Pasal 3 ayat
(1), Pasal 4 ayat (1), Pesal 14, tidak melaporkan perce~
rafannya dnlam jangks waktu selambat-lambatnya satu bulan
terhitung mulai terjadinys perceraian, den tidek melaporkan
perkawinonnys yang kedus/ketiga/keempat ~dalam jangka
waktu selambat-lambetnya satu tashun terhitung sejsk perka-
winan tersebut dilangsungken, dijatuhi salah satu hukuman

disiplin ...
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disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tshun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Neger{ Sipil;

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal
4 ayst (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak
dengan hormat sebagal Pegawal Negerl Sipil:

'(3) Atasan yang melanggar kelentuan Pesal 5 avet (2), dan

Pejebat yvang melangger hetentuen Pasal 12, dijetuhd salah
setu hukumen disiplin berst berdasarkan Persturan Peme-
rintah Yermor 20 Tehun 1280 tentang Pereturan Disiplin
Pegowsal Negeri Sipil."

. Mengubah ketentusn Pasal 17 lama dan selanfutnya dijadiken

ketssituen Pesal 1§ beru, sehingga berbenyd sebagal berikut

"Pasal 16 .

Pegawal Negeri Sipil yang menoclak meliksanskan ketentuan pem-
bagian gajl sesuai dengan ketentuan Pasel 8, dfjatuhi salah satu
nukuman disipiin berat berdssarkan Peraturan Pemerintan Nomor
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegewei Negeri Sipi.*

Sesudah Pasel 16 bart d&itambash satu ketentusn baru, yang
dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyl sebegal berikut :

“Pasal 17

(1) Tats cara penjetuhen hukumsn siplin berdesarken -keten-
tuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini
dilaksanaken sesual dengan Perglursn Pemerintgh Nomor ‘20
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Megeri Sipil;

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Negeri Sipil
terhadsp pelanggaran Peraturan Pemerintash Nomor 10 Tahun
1983 dan Peraturan Pemerintsh ini, berlaku bagi mereka yang
dipersamskan sebagsl Pegiwal Negeri Sipil menurut ketentuan
“Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1883."

Pasal II ...
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Pagal I
Peraturan Pemerintah ini mulai berloku pada tenggal diundangkan,

Agar sctinp orang mengetshuinya, memerintahken pengundangan
Perafuran Pemerintah ini dengon  penemppiannys  dolam  Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetspkan i Jakaria
patin tanggoel § September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

iid,
' Diunéang‘kan ol Jokarta SOEHARTO
pade tanggal 6 September 1900
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
L,
MOERDIOGRNO

LEMBARAN REGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 19506 NOMOR 61

Salinen sesunl dengun aslinys
SERRETARIAT KABINET Rl

Kepala Biro lHukwum
.ign Perundang-undengan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PEBATURAN PEMERINTAK NOMOR 10 TAHUN 1883 TENTANG
1ZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAl NEGERI SIPIL

TMOM

Fegawal Negeri Sipll sebagal unsur apareiur negara, abdi negera, den gbdi
masyarakat diherspkan dspat menjadi teladan yang balk bagi masvarskat dalam
unagkah laku, mndakan, dan kelsetah Repeda persturan perundang-undangan
Tang beriaku.

Perkawinan merupakan {Xatan lahir betin antsara seorang pria dan seorang wa-
rdtn gebagel suvami lstri dengen ivjuan membentuk kelusrge yang bahagia den
Xekal berdesarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Pegawai Negeri Sipil harus menaati xewajiban tertentn dalam hal hendak me-
langsungkan perkawinan, beristri lebih derl sstu, dan ateu bermaksud mela-
kuksn perceralan.

Sebagel unsur aperatur negars, abdl negers, dan abdi masyarakat Pegawai
Negeri Sip{l delsm meleksenakan tugasnya diharspken tidak terganggu ocleh
wrusan kehidugan rumah janggae/keluarganya.

Dalam pelaksanzannys, beberapa Xketentusn Peraturan Pemerintsh Nomor 10
Tahun 1883 tidek jelas, Pegawal Negerl Sipll turtentu_ yang seharushys terke-
ra ketentuan Peratursn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar,
beik secara éengq.ja meupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

D! samping itu adekalanys pule Pejabat tidak depat mengambil tindeksn yang
tegas karena ketidakjelasen rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tehun 1983 ifu sendirl, sehingga depat memberi peluang untuk melakukan pe-.
nafsiran sendiri-sendiri, Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyem-
purnasn dengsan inenumbah dan atau mengubah beberspa ketentuan Peraturan
Pemerintah Komor 10 Tahun 1§83 tersebut.

Beheraps perubahen yang dimaksud adalah mengenai kejelssan tentang; keha-
rusan mengajukan permintsan izin dalam hal akan sda perceraian, larangsn
bagl Pegawal Negeri Sipfl wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,

pembagian ...




%)
Y

PRESIDEN _
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pembaglan gaji sebageal akibat terjadinya perceralan ysng diharapkan dapat
labih menjemin keadilan bagi kedus belah pihak,

Perubahan lainnya yang bersifat mendaser dan lebih memberi kejelasan terha-
dap ketentuan Peraturen Pemerintzh Nemor 10 Tehun 1933 jalsh mengenai pe-
ngertian hidup bersams yang tidak célatur ssbslumnyg, Dalam Peraturan Peme-
rintah ind 4 semping diberikan betasan yeng lebih lelzs, juge ditegaskan
bahwa Pegewal Negeri Sipil dilareng melakukan hidup bersems. Pegawai Negeri
Sipil yang celakuken kidup bersamaz dijstuhi selan satu hukuman disipin berst
verdessrikan Feraturan Pemerinish Noumor 30 Tahunm 1980,

Venginget fakior penyebad pelanggsran terhadsp Peraturan Pemerintah Nomox
i0 Tehun 1283 berbeds-beda meke sanksl terhidep palenggeran yeng semula
berups pemberhentien dengan hormat tidak gizs permintsen sendiri sebagal
Pegewal Negeri Sipil, delem Persturan Pemerintah ind diubah menjadi salah
saty hukuman disiplin berat Dberdasarkan PFersturan Pemerintsh Nomor 30 .
Tahun 1980, hal me.m‘ dimaksudkan untuk leblh memberiken rasa keadilan.

Mereka vang berdassrkan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1933 dipersa~
makan dengan Pegawal Negeri Sipil, apsbila melenggar ketentuan Peratursan
Pemerintah Nomor 10 Tsahun 1883 dan Peraturan Pemerintah inf, dikenskan
ouls hukumen disiplin berat bercesarkan Feraturen Pemerintah Nomor 30
Tahun 1380 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Negeri Sipil,

PASAL DEMI PABAL

1. Pasal 3
Ayat {1) ,

Ketentuan ind berlaku bagl setiap Pegawai Negeri Sipil yang sken
melakxukan percersian, yaitu bagl Pegawal Negerl Bipll yeng meng~

,‘ &jukan gugetan percersian (penggugat) weajld memperoleh izin lebih
dahulu darl Pejabat, sedangkan bagi Pagawal Negerl Sipll yang
menerima gugatan percersion (tergugst) wajld mempercieh surat

" keterangsan lebih dahulu dard Pejabat aebelumd melakukan perceraian,

Ayat {(2) .
Permintaan izin perceraian dJisjukan oleh penggugat kepada Pejabat
secara tertulis melalui saluren hierarki sedangkan tergugat wailb

membeﬁ_t_nhukm PN
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memberifahukan adanya gugatan perceraian darl suami/istri secare
tertulis melelui seluren hierarki delam jangka wsktu selambat-lam-
batnya enam hari kerja setelah menerima gugaten perceraien,

Ayat (3)
Cukup jelas

2, Pesal 4

Ayat (1)
. Cukup jelas

Katentuan ind mengandung pengsrtizn behwa sslama berkeduduken
zebegel lstrl Redua/ketiga/keempet dilareng menjadl Pegawsi Negeri
Sipil.

Avat {3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

3. Pesal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Avyat (2)

Setlap atasan yang menerima permintsan izin untuk melakukan per-
cersjan ateu untuk beristrl lebih dari seorang wefid memberikan

. pertimbangan secsra tertulls kepada Pejabat,

- Pertimbangan itu harus memuat hal~hal yang dapat digunaken oleh

Pefabat dalam 'mcngnm'bn keputusan, apskah permintasn izin itu
mempunyal dssar yang kuat kten tidak,
Sebagai bahan dslam membuat pertimbengan, atasan yang bersang-
kutan dapat meminta keterangan dsrl suami/istrl yang bersangkutan -
atau dari pihek lain yang dipandang d;q:at memberikan keterangan
yang meyakinkan.,

‘i-l Pasu *Ee




4, Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayst (D)

Cukup jelas

Ayst (3)
Cukup

Ayat (4)
Cukup
Avat {5)
Cukup

Ayst (6)

Cukup jelas

Avat (7)

Cukup felas

S, Pusal #
Ayst (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelss

Ayat (3)

Cukup jelas

6..Pasal._11..
Ayat (1)

Cukup jeles

Ayat (2)

(‘-‘u:lmxgﬁ,jahhsw .

Ayat (3) .
Cukup jelas
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Ayat (4) ...
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- Ayat (4) -
Cuk’up jelas
7; Pesal 12

Cukup jelas

8, Pasal 4
Yeng cimaksud cengan hidup bersama adalah melakukan huﬁﬁngm se~
begal gueml isted & iuver {katan jperkawinen yveng ssh yang seolah~olah .
merupeken suaty rumal tangyga. ' :
8, Pasel 13

Ayat (1)
Cukup' jelas

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
10, Pasal 18
Cukup jelas

11, Pesal 17

Avat (1)
Cukup jehq

Ayat (2)
. Cukup jeles

Pasal I
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3424



